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WAUKOTA MADIUN 

PERATURAN WAUKOTA MADIUN 

NOMOR 26 TAHUN 2017 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN 

NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF 

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

Menlmbang 

Mengingat 

WAUKOTA MADIUN, 

bahwa dengan telah dltetapkannya Peraturan Daerah Kota Madiun 

Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Admlnistrasi 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakllan Rakyat Daerah, perlu 

meneta!Pkan Peraturan Walikota Madiun tentang Petunjuk 

Pefaksanaan Peraruran Daerah Kota Madiun Nomor 19 Tahun 2017 

tentang1 Hak Keuangan dan Administrasl Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pertanggungjawaban Keuangan Negara; 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan; 

s. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majells 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Oaerah dan Dewan Perwakllan Rakyat Oaerah 

sebagaimana telah dlubah dengan Undang-Undang 

42 Tahun 2014; 

Nomor 
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6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tent:ang Pemerlnt:ahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kall terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 

7. Peraturan Pemerlntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

8. Peraturan Pemerint:ah Nomor 12 Tahun 2017 tent:ang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah; 

9. Peraturan Pemerint:ah Nomor 18 Tahun 2017 tent:ang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggot:a Dewan 

Perwakllan Rakyat Daerah; 

10. Peraturan Pemerlnt:ah Nomor 40 Tahun 1994 tent:ang 

Rumah Negara; 

11. Peraturan Menter! Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tent:ang 

Standarisasl Sarana dan Prasarana Kerja Pemerlnt:ahan Daerah 

sebagalmana telah dlubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negerl Nomor 11 Tahun 2007; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 13 Tahun 2006 tent:ang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagalmana telah 

dlubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menter! Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 80 Tahun 2015 tent:ang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional; 

15. Peraturan Daerah Kot.a Madiun Nomor 08 Tahun 2011 tentang 

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 19 Tahun 2017 tent:ang 

Hak Keuangan dan Administratif Plmpinan dan Anggot:a Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah; 

17. Peraturan Walikot:a Madlun Nomor 22 Tahun 2007 tentang 

St:andarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Ungkungan 

Pemerint:ah Kot:a Madlun; 

18. Peraturan Walikota Madlun Nomor 30 Tahun 2016 tent:ang 

Kedudukan, Susunan Organlsasi, Rlnclan Tugas dan Fungsi 

serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kot.a Madiun; 
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MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WAUKOl"A MADIUN TENTANG PETUNlUK 

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN 

NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN 

ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 

PERWAKJLAN RAKYAT DA.ERAH. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasall 

Dalam Peraturan Wallkota lnl yang dimaksud dengan: 

L Daerah adalah Kota Madlun. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun. 

3. Wallkota adalah Walikota Madlun. 

4. Dewan Peiwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya dlsingkat 

DPRD, adalah Dewan Peiwakllan Rakyat Daerah Kota Madlun. 

5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakll-wakil Ketua DPRD 

Kota Madiun. 

6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang Jabatan 

Anggota DPRD Kota Madlun sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

7. Sekretarlat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Madlun. 

8. Sekretaris DPRD adalah Sekretarls DPRD Kota Madiun. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya 

dlsingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kota Madiun. 

10. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setlap bulan 

kepada Pimplnan dan Anggota DPRD sehubungan dengan 

kecludukannya sebagal Plmpinan dan Anggota DPRD. 

11. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan yang dlberikan 

kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setlap bulan dalam rangka 

mendorong penlngkatan klnerja Pimpinan dan Anggota DPRD. 

12. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang dlberikan setlap 

melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. 
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13. Kemampuan Keuangan Daerah adalah kemampuan keuangan 

daerah, ditentukan berdasarkan hasll perhitungan atas besaran 

pendapatan umum daerah dikurangl dengan belanja pegawal 

aparatur slpil negara dan dlkelompokkan dalam 3 (tiga) 

kelompok, yaitu tlnggi, sedang, dan rendah sesuai peraturan 

perundang-undangan. 

14. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan 

kepada Plmpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang keglatan 

operaslonal yang berkalt:an dengan representasl, pelayanan dan 

kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsl 

Pimpinan DPRD sehari-hari. 

BAB II 

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH 

Pasal2 

(1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah dlhitung 

berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dlkurangl 

dengan belanja pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan 

Pemerintah Daerah. 

(2) Pendapatan Umum Daerah sebagarmana dlmaksud pada 

ayat (1) terdiri at.as pendapatan asli Daerah, Dana Bagi Hasll 

dan Dana Alokasl Umum. 

(3) Belanja pegawai Aparatur Sipll Negara di lingkungan Pemerintah 

Daerah sebagalmana dimaksud pada ayat (1) terdlrl atas 

belanja gaJI dan tunjangan serta tambahan penghasllan 

pegawai Aparatur Slpll Negara di lingkungan Pemerintah 

Daerah. 

(4) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dldasarkan data realisasr APBD 2 (dua) 

tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang 

dlrencanakan. 

(S) Penghitungan Kemampuan Keuangan Oaerah sebagalmana 

dlmaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran 

Pemerintah Daerah. 
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(6) Berdasarkan hasll penghltungan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) Kemampuan Keuangan Daerah dlkelompokkan sebagai 

berikut: 

a. apablla hasll penghltungan jumlahnya di atas 

Rp. 550.000.000.000,00 (lima ratus llma puluh mllyar 

rupiah), maka dikelompokkan pada kemampuan keuangan 

daerah tlnggl; 

b. apabila hasll penghitungan jumlahnya antara 

Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sarnpai 

dengan Rp. 550.000.000.000,00 {lirna ratus llma puluh 

milyar rupiah), maka dlkelompokkan pada kemarnpuan 

keuangan daerah sedang; dan 

c. apabila hasll penghitungan jumlahnya di bawah 

Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus mllyar rupiah), rnaka 

dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah rendah. 

Pasal3 

Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah untuk Pemerintah Daerah 

sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 2 ayat (6) dltetapkan dengan 

Keputusan Walikota. 

BAB Ill 

JAMINAN KESEHATAN 

Pasal4 

(1) Jaminan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD dlberikan 

dalam bentuk iuran kepada Sadan Penyelenggara Jaminan 

SOslal Kesehatan sesual dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga 

termasuk suami/istri dan anak sesual dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(3) Selain Jaminan Kesehatan sebagalmana dimaksud dalam 

ayat (1), Pimplnan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan 

kesehatan yang bertujuan untuk mengetahul status kesehatan 

di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberlkan oleh Sadan 

Penyelenggara Jaminan SOslal Kesehatan. 
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(4) Pemeriksaan kesehatan sebagalmana dimaksud pada ayat (3) 

dilaksanakan 1 (satu) kall dalam 1 (satu) tahun dan dllakukan di 

dalam negeri serta tldak termasuk suaml/istri dan anak. 

(5) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

mellputi pemerlksaan secara menyeluruh (general check up) 

yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah. 

BABIV 

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF 

DAN TUNJANGAN RESES 

PasalS 

(1) Tunjangan Komunikasi Intenslf dlberikan setlap bulan untuk 

peningkatan kinerja kepada Plmplnan dan Anggota DPRD. 

(2) Tunjangan Reses dlberikan kepada Pimpinan dan Anggota 

DPRD setelah melaksanakan reses. 

(3) Tunjangan Komunlkasi Intenslf dan Tunjangan Reses 

sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan 

sesuai Kemampuan Keuangan Daerah. 

(4) Pembertan Tunjangan Komunikasl lntensif dan Tunjangan 

Reses maslng-maslng dllakukan dengan ketentuan: 

a. untuk Kelompok Kemampuan Daerah llnggi, paling banyak 

7 (tujuh) kall darl uang representasl Ketua DPRD setiap 

bulan; 

b. untuk Kelompok Kemampuan Daerah Sedang, paling 

banyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD 

setiap bulan; 

c. untuk Kelompok Kemampuan Daerah Rendah, paling 

banyak 3 (tiga) kall dart uang representasl Ketua DPRD 

setiap bulan. 

(5) Tunjangan Komunikasf Intensif dan Tunjangan Reses 

sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dlkenakan 

pajak yang dlbebankan pada Pimpinan dan Anggota OPRD yang 

bersangkutan. 
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BABY 
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT 

Pasal6 

{l) Pimplnan dan Anggota DPRD diberikan pakalan dinas dan 

atrlbut. 

(2) Pakalan dinas dan atrlbut sebagalmana dlmaksud pada 

ayat (1) terdlrl dart: 

a. pakalan slpil harlan disedlakan 2 (dua) pasang datam 

1 (satu) tahun; 

b. pakaian slpll resml dlsedlakan 1 (satu) pasang dalam 

1 (satu) tahun; 

c. pakaian sipil lengkap disedlakan 2 (dua) pasang dalam 

5 (llma) tahun; 

d. pakaian dinas harlan lengan panjang dtsedlakan 1 (satu) 

pasang dalam l (satu) tahun; 

e. pakaian yang bercirlkan khas daerah disedlakan 1 (satu) 

pa.sang dalam 1 (satu) tahun; 

(3) Pakalan dlnas dan atribut sebagalmana dimaksud pada ayat (2) 

dlsedlakan dengan mempertimbangkan prfnsip efislensi, 

efektlfrtas dan kepatutan. 

(4) Kualitas pakaian dinas dan atribut sebagaimana dlmaksud pada 

ayat (1) setara dengan kualitas pakaian dinas dan atrlbut 

Sekretaris Daerah. 

(5) Pakalan yang berdrikan khas daerah sebagaimana dlmaksud 

pada ayat (2) huruf e berupa pakaian khas yang bermotlf batik. 

(6) Penyediaan pakaian dlnas dan atribut bagl Pimplnan dan 

Anggota DPRD sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) 

berpedoman pada standar satuan harga yang dltetapkan oleh 

Walikota. 

BAB VI 
TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI 

Bagian Kesatu 

Tunjangan Pen.tmahan 

Pasal 7 

(1) Dalam hal Pemerlntah Daerah belum dapat menyediakan rumah 

negara bagl Plmplnan DPRD, maka Pimpinan DPRD diberlkan 

Tunjangan Perumahan. 
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(2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah 

negara bagl Anggota DPRD, maka Anggota DPRD diberikan 

Tunjangan Perumahan. 

(3) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dlmaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota 

DPRD dalam bentuk uang dan dlbayarkan setiap bulan, dengan 

perincian sebagai berikut : 

a. Pfmplnan DPRD sebesar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta 

lima ratus ribu rupiah); 

b. Anggota DPRD masing-maslng sebesar 

Rp. 7.500.000,00. (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). 

(4) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat diberikan secara bersamaan 

dengan rumah negara dan perlengkapannya. 

(5) Besaran tunjangan perumahan Pimpfnan dan Anggota OPRD 

tidak boleh melebihi besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan 

dan Anggota DPRD Provins! Jawa Timur. 

(6) Apablla besaran tunjangan perumahan sebagafmana dlmaksud 

pada ayat (5) melebihl besaran Tunjangan Perumahan Pimplnan 

dan Anggota OPRD Provinsi Jawa Timur, maka besaran 

Tunjangan Perumahan untuk Pfmpinan dan Anggota OPRO 

dllakukan penyesuaian kembalf. 

Bagian Kedua 

Tunjangan Transportasi 

Pasal 8 

{l} Tunjangan Transportasi diberikan kepada Anggota DPRD. 

(2) Besaran Tunjangan Transportasl sebagalmana dlmaksud pada 

ayat (1) dlberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setlap 

bulan sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). 

(3) Pemberian Tunjangan Transportasl sebagaimana dlmaksud pada 

ayat (2) tidak dapat diberikan secara bersamaan dengan 

kendaraan dinas jabatan. 
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(4) Besaran Tunjangan Transportasl Anggota DPRD tidak boleh 

melebihi besaran Tunjangan Transportasl Anggota DPRD 

Provinsi Jawa 11mur. 

(5) Apablla besaran Tunjangan Transportast sebagaimana dlmaksud 

pada ayat (4) melebihi besaran Tunjangan Transportasl Anggota 

DPRD Provins! Jawa 11mur, maka besaran Tunjangan 

Transportasi Anggota DPRD difakukan penyesualan kembali. 

BAB VII 

KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA 

Pasal9 

(l) Dalam rangka menunjang pelak:sanaan fungsi, tugas, dan 

wewenang Pimpinan DPRD, disediakan belanja rumah t.angga. 

(2) Belanja rumah tangga sebagalmana dimaksud pada ayat (1) 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan mlnlmal rumah tangga 

dengan mempertlmbangkan Kemampuan Keuangan Daerah 

yang dianggarkan dalam program dan keglatan Sekretarlat 

DPRD. 

(3) Kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dlmaksud pada 

ayat (2) setara dengan kebutuhan kegiatan rumah tangga 

Sekretaris Oaerah. 

BABVIll 

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD 
Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal10 

(1) Belanja penunjang keglatan DPRD disediakan untuk mendukung 

kelancaran fungsl, tugas dan wewenang DPRD. 

(2) Belanja penunjang DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berupa: 

a. program; 

b. dana operasional Pimpinan DPRD; 

c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahll alat 

kelengkapan DPRD; 

d. penyedlaan tenaga ahli fraksi; dan 

e. belanja sekretariat fraksi. 
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(3) Belanja penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dlsusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesual 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kedua 

Program 

Pasal 11 

(1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) 

huruf a terdiri atas: 

a. penyelenggaraan rapat; 

b. kunjungan kerja; 

c. pengkajlan, penelaahan, dan penyiapan Perda; 

d. penlngkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya 

manusla di llngkungan DPRD; 

e. koordinasl dan konsuttasi keglatan pemerintahan dan 

kemasyarakatan; dan 

f. program lain sesuai dengan fungsl, tugas, dan wewenang 

OPRD. 

(2) Program sebagalmana dimaksud pada ayat (1) diuraikan ke 

dalam beberapa kegiatan dalam rencana kerja sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Standar biaya program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mengacu pada Peraturan Wallkota tentang Standar Biaya Umum 

dan Standar Blaya Khusus di Ungkungan Pemerintah Kota 

Madiun. 

Bagian Ketiga 

Dana Operasional Pimpinan DPRD 

Pasal 12 

(1) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b digunakan untuk menunjang 

keglatan operasional yang berkaltan dengan representasi, 

pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan 

tugas Pimplnan DPRD sehari-hari. 

(2) Dana operasional sebagalmana dimaksud pada ayat (1) 

dlberikan setlap bulan dengan mempertimbangkan Kemampuan 

Keuangan Oaerah. 
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(3) Dana operaslonal Plmplnan DPRD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tldak digunakan untuk keperluan pribadl, kelompok, 

dan/atau golongan dan penggunaannya harus memperhatlkan 

asas manfaat, efektlfitas, eflslensi dan akuntabilltas. 

Pasal13 

Pemberlan dana operasional dilakukan dengan ketentuan sebagai 

berlkut: 

a. Ketua DPRD, dengan Kelompok Kemampuan Keuangan 

Daerah: 

1. tinggl, paling banyak 6 (enam) kall; 

2. sedang, paling banyak 4 (empat) kall; 

3. rendah, paling banyak 2 (dua) kall; 

dari uang representasi Ketua DPRD; 

b. Wakil Ketua DPRD, dengan Kelompok Kemampuan Keuangan 

Daerah: 

1. tlnggl, paling banyak 4 (empat) kall; 

2. sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kall; 

3. rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kall; 

dart uang representasl Wakll Ketua DPRD. 

Pasal14 

Pemberian dana operasional sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 13 

dllakukan setJap bulan dengan ketentuan: 

a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekallgus untuk 

semua biaya atau disebut lumpsum; dan 

b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana 

operasional lainnya. 

PasallS 

Tata cara penc:alran dana operasional sebagaimana dlmaksud dalam 

Pasal 13 adalah sebagal beril<ut: 

a. Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan 

pembayaran langsung pencairan dana operasfonal sebesar 1/12 

(satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada 

Pengguna Anggaran. 
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b. berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRD seiaku 

Pengguna Anggaran mengajuk:an surat perintah membayar 

langsung untuk pencairan dana operasional sebesar 

1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran 

kepada bendahara umum daerah. 

c. Surat perlntah membayar iangsung sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dilamplri: 

1. daftar penerima dana operaslonal; dan 

2. pakta integritas yang sudah dltandatangani Pimplnan DPRD 

yang menjelask:an penggunaan dana akan sesuai dengan 

peruntukannya. 

d. Kuasa BUD menerbltkan surat perintah pencairan dana untuk 

dana operasional berdasarkan surat perintah membayar langsung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara 

pengeluaran Sekretariat OPRD. 

e. Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf d 

melakukan pembayaran dana operaslonal yang diberlkan secara 

sekallgus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a 

berdasarkan kuitansl yang telah ditandatanganl Ketua DPRD dan 

Wakil Ketua DPRD. 

f. Bendahara pengeluaran sebagaimana dlmaksud pada huruf d 

mengelola dana operaslonal untuk dukungan operasional lainnya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dengan 

berpedoman sesual dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan mengenal pengelolaan keuangan daerah. 

Pasal16 

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban dana operaslonal, Pimpinan 

OPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjetaskan 

penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya. 

(2) Pertanggungjawaban penggunaan dana operaslonal 

sebagalmana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dlbuktlkan 

dengan laporan penggunaan dana operasional. 

(3) Pertanggungjawaban penggunaan dana operaslonal 

sebagalmana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dlsertai dengan 

buktl pengeluaran yang lengkap dan sah. 
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( 4) Plmpinan DPRD menyampalkan buktl pertanggungjawaban 

penggunaan dana operaslonal sebagalmana dlmaksud pada 

ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengetuaran setlap 

bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berlkutnya. 

(5) Dalam hal terdapat sisa dana operaslonal pada akhir bulan 

sebelumnya, sebagai tambahan dana operasional bulan 

berjalan. 

(6) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional oleh 

Plmplnan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai 

dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya. 

Pasal17 

Dalam hal terdapat slsa dana operasional setelah pelaksanaan 

ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak 

digunakan sampal dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud 

harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 

31 Desember tahun anggaran berkenaan. 

Bagian Keempat 

Pembentukan Kelompok Pakar atau Tim Ahli 

Alat Kelengkapan DPRD 

Pasal 18 

(1) Untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan 

DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD dan sesual 

kebutuhan, Anggota DPRD, plmpinan fraksi, dan/atau plmplnan 

alat kelengkapan DPRD dapat mengusulkan Kelompok Pakar 

atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c paling banyak 3 (tiga) orang 

untuk setlap Alat Kelengkapan DPRD. 

(2) Kelompok Pakar atau llm Ahli Alat Kelengkapan DPRD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan 

diberhentikan oleh Sekretarls DPRD sesuai dengan kebutuhan. 

(3) Pengadaan Kelompok Pakar atau llm Ahli Alat Kelengkapan 

DPRD sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) dllakukan sesual 

dengan ketentuan perundang-undangan. 



- 14 -

(4) Pembayaran kompensasl bagi Kelompok Pakar atau 11m Ahli Alat 

Kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan 

kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat 

dilakukan dengan harga satuan orang per hari atau orang per 
bulan. 

(5) Besaran kompensasl kelompok pakar atau tlm ahll alat 

kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

berpedoman pada standar satuan harga Pemerintah Daerah. 

Bagian Kelima 

Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 

Pasal19 

(1) Penyedlaan Tenaga Ahli Fraksl sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 10 ayat (2) huruf d dilaksanakan untuk mendukung tugas 

fraksl. 

(2) Untuk mendukung tugas Fraksi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), disedlakan 1 (satu) orang Tenaga Ahli Fraksl. 

(3) Tenaga Ahli Fraksl sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dlangkat 

dan dlberhefltikan oleh Sekretaris DPRD. 

(4) Pengadaan Tenaga Ahll Fraksl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) wajlb 

mempunyal kemampuan dalam disiplln ilmu tertentu dan dibertkan 

kompensasi dengan memperhatikan standar keahllan, prinsip 

efisiensl dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. 

(6) Besaran kompensasi Tenaga Ahli Fraksl sebagalmana dlmaksud 

pada ayat (4) berpedoman pada standar satuan harga Pemerintah 

Daerah. 

BABIX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal20 

(l} Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakllan Rakyat 

Daerah diberlkan terhitung mulai bulan September 2017. 

(2) Pada saat Peraturan Wallkota lni mulai berlaku, maka Keputusan 

Wallkota Madlun Nomor 48 Tahun 2015 tentang Tunjangan 

Perumahan Wakll Ketua dan Anggota Dewan Perwakllan Rakyat 

Daerah Kota Madiun dlcabut dan dinyatakan tldak berlaku. 
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Pasal21 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kota Madiun. 

Diundangkan di M A D I U N 
pada tanggal 3 Nopember 2017 

SEKRETARIS DAER AH, 

ttd 

Ors. MAIDI, SH, MM, M,Pd 
Pembina utama Madya 

NIP. 19610512 198803 1 010 

Ditetapkan di M A D I U N 

pada tanggal 3 Nopember 20 1 7 

WAUKOTA MADIUN 

ttd 

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum. 

BERITA DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2017 
NOMOR 27 /G 

Salinan sesu ai dengan a slinya 
a .n . W ALIKOTA MADIUN 
SEKRETARIS DAERAH 
~ ~~ u .b. 
~-';J,,,."-l~IAN HUKUM 

In \lt~i 
'L-- :-::-::;;-\-

Pembina 
NIP . 19750117 19960 2 1 001 


